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BAB III 

PENUTUP 

 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan pembahasan pada bab sebelumnya maka dapat di ambil 

kesimpulan bahwa seorang dokter dalam menjalankan tugasnya berhak untuk 

mendapatkan perlindungan hukum sesuai dengan Pasal 27 ayat 1 Undang-

Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan yang berbunyi “Tenaga 

Kesehatan berhak mendapatkan imbalan dan perlindungan hukum dalam 

melaksanakan tugas sesuai dengan profesinya”. Dokter terbebas dari segala 

tuntutan hukum apabila sudah melakukan tindakan medis sesuai dengan 

Standar Operasional Prosedur, Standar Profesi, Standar Pelayanan Medis, 

menerangkan tentang Informed Consent atau persetujuan tindakan kedokteran 

kepada pasien, memiliki Surat Tanda Registrasi untuk melakukan praktik, dan 

membuat Rekam Medis maka jika ada hal buruk yang terjadi kepada pasien 

setelah semua prosedur tersebut dilakukan dengan benar dokter tidak dapat di 

persalahkan. 

B. Saran 

1. Perlu adanya pemberian informasi tentang makna dan pengertian medikal 

malpraktik serta resiko medik kepada masyarakat pada saat seorang dokter 
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akan melakukan tindakan medik sehingga tidak ada kesalah pahaman 

antara pasien dengan dokter. 

2. Bagi sarana pelayanan kesehatan harus segera menentukan standar 

pelayanan medik dan standar operasional prosedur untuk melindungi 

tenaga kesehatan dari tuntutan hukum atas tuduhan medikal malpraktik. 
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